BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab |1, maka dapat disimpulkan bahwa
perlindungan hukum waktu kerja lembur pekerja PT. Intrias Mandiri Sejati
yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia, Thk tidak sesua dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 78
ayat (1) b dan Pasa 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur
dan Upah Kerja Lembur mengatur bahwa, “ Waktu kerja lembur hanya dapat
dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat
belas) jam dalam 1 (satu) minggu”’. Pekerja outsourcing yang bekerja di
BRI, Tbk., dapat melaksanakan waktu kerja lembur melebihi dari ketentuan
yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.Perlindungan hukum bagi
pekerja PT. Intrias Mandiri Sgati yang ditempatkan di Bank Rakyat
Indonesia. Pekerja yang memiliki hak mendapatkan perlindungan sebagai
warga negara dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dikesampingkan haknya demi keuntungan ekonomis yang ingin dicapa oleh
perusahaan. Jadi Hak dan kewgjiban dari pekerja tidak dijalankan secara
berkesinambungan sehingga perlindungan hukum demi  mencapai

kesgjahteraan tidak tercapai.
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Perlindungan hukum upah kerja lembur pekerja PT. Intrias Mandiri
Sgjati yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan upah lembur yang lebih tinggi
dibandingkan dengan peraturan perudang-undangan kepada pekerja
outsorcing sebaga kebijakan perusahaan, dimaksudkan utuk meningkatkan

kesgjahteraan pekerja.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis
memaparkan saran, sebaiknya PT. Intrias Mandiri Sgjati |ebih memperhatikan
hak pekerja yang ditempatkan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Thk. Kebijakan
perusahaan yang dibentuk dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi
pekerja dalam bentuk upah lembur yang tinggi tidak sebanding dengan waktu
kerja lembur yang ditetapkan, dengan demikian maka disarankan PT. Bank
Rakyat Indonesia, Thk., membentuk peraturan perusahaan yang sesuai dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama dalam
kaitannya dengan pengaturan waktu kerjalembur.

Penulis menyarankan bahwa diperlukan peraturan perundang-
undangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigras Nomor Kep. 102/MEN/V1/2004, yang secara khusus
mengatur mengenai pengaturan upah kerja lembur dan waktu kerja lembur
bagi pekerja outsource, sehingga perlindungan hukum bagi pekerja outsource

pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja.
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